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Tinjauan Mata Kuliah 

Esensi bahasan mata kuliah collaborative governance adalah mempelajari 
mengenai collaborative governance sebagai bentuk baru dalam paradigma 

administrasi publik. Collaborative governance merupakan konsep yang integratif 
untuk menjelaskan bagaimana lembaga publik dapat melibatkan berbagai pemangku 
kepentingan untuk mencapai tujuan publik, menciptakan nilai publik dalam seluruh 
tahap kebijakan publik. Collaborative governance merupakan bentuk kerja sama yang 
melibatkan pihak-pihak di luar batas birokrasi, melibatkan warga negara, bermitra 
dengan organisasi-organisasi dari sektor swasta, organisasi nirlaba, dan juga dengan 
lembaga publik lainnya. Collaborative governance menjadi penting karena pemerintah 
dituntut untuk menggunakan cara-cara yang baru untuk mengatasi masalah-masalah 
kompleks dan sulit diselesaikan oleh satu organisasi. Pemerintah bukan lagi aktor 
tunggal yang bersifat sentralistik. Namun, pemerintah dituntut untuk lebih terbuka, 
lebih transparan, mengedepankan partisipasi masyarakat dan peran serta dari berbagai 
stakeholder di luar pemerintah. Kebutuhan akan berkolaborasi juga muncul karena 
terdapat ketergantungan antara satu stakeholder dengan yang lain. Inti dari alasan 
untuk melakukan collaborative governance adalah untuk mencapai outcome (hasil) 
yang lebih baik. Dalam Buku Materi Pokok ini juga akan dibahas kasus mengenai best 
practice penyelenggaraan collaborative governance dari berbagai bentuk collaborative 
governance.

Bahasan dalam mata kuliah ini meliputi sejarah, arti penting, dan pengertian 
collaborative governance sebagai bentuk baru dalam paradigma dan penyelenggaraan 
administrasi publik; berbagai bentuk serta model collaborative governance; struktur 
collaborative governance, yang dibahas dalam bentuk governance network; berbagai 
dinamika yang terjadi dalam struktur collaborative governance, yang dibahas 
dalam power, ketidakpastian dan institutional; proses collaborative governance; 
pengambilan keputusan dalam collaborative governance, bentuk-bentuk serta best 
practice penyelenggaraan collaborative governance yang dibahas melalui kolaborasi 
antarlembaga pemerintah dan kolaborasi antar stakeholder, public private partnership, 
serta keterlibatan warga negara (citizen engagement). 

Tujuan dari penulisan Buku Materi Pokok Collaborative Governance ini 
diharapkan mahasiswa mampu menganalisis fenomena collaborative governance 
sebagai bentuk hubungan antara lembaga publik dengan berbagai stakeholders, dengan 
berdasar pada konsep collaborative governance dalam administrasi publik kontemporer.

Buku Materi Pokok Collaborative Governance ini terdiri atas 9 (sembilan) modul, 
di mana dalam setiap modul terdapat kegiatan belajar, yang disusun untuk dapat mencapai 
tujuan (kompetensi umum) yang telah ditetapkan. Modul 1 membahas mengenai sejarah, 
arti penting, dan pengertian collaborative governance. Terdapat 3 Kegiatan Belajar pada 
Modul 1. Bahasan Modul 1 diawali dengan pembahasan paradigma administrasi publik 
dan kedudukan collaborative governance dalam paradigma administrasi publik. Hal ini 
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menjadi penting untuk mengantarkan bahwa pemerintah dituntut untuk menggunakan 
cara-cara baru, administrasi publik terus bergerak menuju teori kerja sama, jaringan 
(network), governance, serta membangun dan memelihara kelembagaan (institution). 
Terdapat pergesaran makna dari government kepada governance sehingga selanjutnya 
akan dibahas mengenai pengertian governance. Bahasan lain dari Modul 1 ini adalah 
mengenai pengertian stakeholder/aktor/pemangku kepentingan, arti penting, pengertian 
dan karakteristik collaborative governance, tujuan collaborative governance, serta 
efektivitas collaborative governance.

Modul 2 dari Buku Materi Pokok ini membahas mengenai bentuk-bentuk 
kolaborasi serta model kolaborasi dan collaborative governance. Terdapat 2 Kegiatan 
Belajar pada Modul 2. Bahasan Modul 2 ini diawali dengan pengertian kolaborasi dan 
perbedaannya dengan kerja sama (cooperation) dan koordinasi. Selanjutnya, dibahas 
mengenai berbagai model kolaborasi serta model collaborative governance yang 
dikemukakan oleh berbagai tokoh. Terdapat bahasan model kolaborasi berdasarkan 
Straus (2002), Linden (2002), Chrislip (2002), Huxham & Vangen (2005), serta 
Mattessich dan Monsey (1992). Demikian juga untuk collaborative governance, terdapat 
bahasan model collaborative governance berdasarkan berdasarkan Henton, Melville, 
Amsler & Koppel (2005), Ansell & Gash (2007), Emerson & Nabatchi (2015), serta 
Bryson, Crosby, & Stone (2015). Pemahaman mengenai berbagai model kolaborasi 
dan collaborative governance ini merupakan hal penting sebagai dasar untuk dapat 
memahami modul-modul selanjutnya dari BMP ini.

Selanjutnya pada Modul 3 dan Modul 4 dari Buku Materi Pokok ini membahas 
mengenai struktur collaborative governance yang merupakan bentuk governance 
network. Bahasan ini menjadi penting karena interaksi yang terjadi di dalam collaborative 
governance melibatkan berbagai aktor yang otonom, dengan hubungan yang bukan 
berdasarkan atas hierarki (atasan-bawahan). Modul 3 membahas mengenai governance 
network yang terdiri atas 3 kegiatan belajar dengan bahasan meliputi bentuk struktur 
kolaboratif, pengertian network, pengertian governance network, karakteristik, peran 
dan posisi aktor dalam struktur network, serta bentuk governance network (participant-
governed network, lead organization–governed networks, dan network administrative 
organization). Bahasan mengenai aktor juga menjadi penting karena sumber daya 
yang dimiliki aktor akan menentukan posisi aktor dalam struktur jaringan. Aktor yang 
memasok sebagian besar sumber daya dalam jaringan, biasanya akan bertindak sebagai 
organisasi pemimpin/organisasi sentral. Modul 4 masih membahas mengenai struktur 
collaborative governance, yaitu mengenai berbagai dinamika yang mungkin terjadi 
dalam struktur collaborative governance, seperti permasalahan power, ketidakpastian, 
serta upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui institutional (Institutional 
dalam Pandangan The New Institutionalism). Dalam institutional ini di antaranya 
akan dibahas mengenai model institution/kelembagaan serta aturan dalam kolaborasi 
berdasarkan model-model kolaborasi dan collaborative governance dari beberapa 
tokoh.
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Setelah bahasan mengenai struktur collaborative governance maka pada             
Modul 5 dan 6 dari BMP ini adalah bahasan mengenai proses collaborative governance. 
Modul 5 membahas mengenai proses kolaborasi meliputi komunikasi, dialog, dan 
membangun kepercayaan yang terdiri atas 3 kegiatan belajar. Serta dibahas juga 
mengenai kepemimpinan kolaboratif untuk dapat mengelola atau memfasilitasi struktur, 
proses/interaksi, dan berbagai konteks/faktor lingkungan yang memengaruhi kolaborasi. 
Tugas dan peran dari kepemimpinan kolaboratif ini akan berbeda dengan kepemimpinan 
pada struktur hierarki yang birokratis. Selanjutnya bahasan dalam modul 6 adalah 
mengenai pengambilan keputusan kolektif, konsensus dan penyelesaian konflik dalam 
collaborative governance. Materi-materi tersebut tersebar dalam 3 kegiatan belajar.

Setelah memahami mengenai dasar teori collaborative governance, dalam Modul 
7, 8, dan 9 akan dibahas secara khusus mengenai bentuk collaborative governance yang 
digambarkan melalui berbagai studi kasus (best practice) collaborative governance di 
Indonesia. Bentuk-bentuk collaborative governance ini juga menunjukkan berbagai 
elemen/pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses governance. Pada Modul 7 
dibahas mengenai kolaborasi antarlembaga pemerintah dan kolaborasi antar stakeholder. 
Pada Kegiatan Belajar 1 dibahas mengenai kolaborasi antarlembaga pemerintah. 
Adapun pada Kegiatan Belajar 2 dibahas mengenai kolaborasi antarstakeholder 
(triplehelix dan pentahelix collaboration). Pada Modul 8 akan dibahas mengenai 
public private partnership sebagai bentuk collaborative governance. Pada Kegiatan 
Belajar 1 dibahas pengertian dan arti penting public private partnership sebagai bentuk 
collaborative governance, serta sejarah lahirnya konsep public private partnership di 
dalam paradigma new public management. Adapun pada Kegiatan Belajar 2 dibahas 
mengenai bentuk-bentuk dan studi kasus public private partnership dalam collaborative 
governance. Pada bagian ini dipelajari berbagai metode privatisasi, berbagai jenis 
pengaturan layanan, peran pemerintah dan privat dalam public private partnership, 
model public private partnership dalam infrastruktur dan studi kasus public private 
partnership dalam pemanfaatan barang milik negara/daerah di Indonesia. 

Modul 9 membahas mengenai keterlibatan warga negara (citizen engagement) 
dalam collaborative governance. Akan dibahas khusus mengenai citizen, yaitu mengenai 
arti penting keterlibatan warga negara dalam collaborative governance, tujuan dari 
keterlibatan warga negara, bentuk-bentuk keterlibatan warga negara, serta prinsip dan 
desain collaborative governance yang melibatkan warga negara. Terakhir pada Kegiatan 
Belajar 3 dari Modul 9 ini dibahas mengenai cara melakukan analisis kasus keterlibatan 
warga negara dalam collaborative governance. Cara melakukan analisis ini juga dapat 
digunakan untuk berbagai kasus collaborative governance yang melibatkan berbagai 
pemangku kepentingan. Dalam Kegiatan Belajar 3, mahasiswa diharapkan aktif untuk 
melakukan analisis dari setiap kasus. Analisis dilakukan berdasar pada konsep-konsep 
yang telah dipelajari pada modul-modul sebelumnya.
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Petunjuk belajar:
Agar Anda dapat berhasil dan mengerti materi yang ada dalam BMP ini, ikuti 

petunjuk belajar sebagai berikut.
1.	 Baca pendahuluan pada setiap modul dengan cermat sebelum membaca materi 

kegiatan belajar.
2.	 Baca tujuan dan kemampuan yang harus anda dapatkan dalam mempelajari setiap 

modul.
3.	 Baca materi kegiatan belajar dengan cermat.
4.	 Kerjakan latihan sesuai petunjuk/rambu-rambu yang diberikan. Jika tersedia 

kunci jawaban, janganlah melihat kunci jawaban sebelum mengerjakan latihan.
5.	 Baca rangkuman. Selanjutnya kerjakan tes formatif secara jujur tanpa terlebih 

dahulu melihat kunci jawaban.
6.	 Laksanakan tindak lanjut sesuai dengan prestasi belajar yang Anda peroleh dalam 

mempelajari setiap kegiatan belajar.

Kami yakin jika Anda mengikuti petunjuk belajar tersebut di atas, Anda pasti 
berhasil yang akan ditunjukkan dengan nilai perolehan Ujian Akhir Semester (UAS) 
yang melebihi nilai standar kelulusan. Dalam hal ini, penulis mengharapkan semoga 
para pembaca akan lebih mudah memahami konsep, teori-teori, dan penjelasan peraturan 
yang mendasari kajian dalam modul ini.

Perlu diperhatikan oleh Anda yang mengambil mata kuliah ini, dalam Buku Materi 
Pokok ini terdapat beberapa contoh kasus yang terkait dengan peraturan perundang-
undangan. Atas dasar tersebut, jika terjadi perubahan dalam peraturan perundang-
undangan, atau terdapat perkembangan dari contoh kasus, Anda mahasiswa diwajibkan 
mempelajari materi tersebut yang dapat dengan mudah Anda unduh melalui internet. 

Untuk memudahkan Anda dan siapa saja yang berminat mempelajari mata kuliah 
ini, dalam memahami isi modul sebaiknya mempelajari Modul 1 sampai Modul 9 
dengan memperhatikan skema analisis instruksional berikut ini.
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